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delaporkan dengzan menegumakan melade g Klning aan salah saon din metode segitiga {angle
mcthod i, berkue higya josi penrly herugian asuransic dikurangi dengan beban klaim yang akan

oensndy Bodsen pencengies vlane,

Ienegunaan metnde perhilungan cadangan kkm sehagaimang dimaksud dalame hunet b haros
dilakukam sevara Kengtite,

Bagin Ketiga
Cadargan Tek-us Asurans: fiwa

Pasal 17

Pembentukan cadangan premi asuransi jiwa (ermasuk - anuilas, harus menggunakan metody
prospektip, dengan ketentuen besarnya cadangan premn dimaksud tiduk kurang dan besarya
cadimgan prenn vang dibitung dengan metode prospekiil premi neto dengan binya tnhun pertama
vinty diamartisastkan M7 ttiga puboh per senbu) dart wang pertanggningan.

Dalaen rangka perhitunean cadangan premi sehagaimana dimaksud dalam avat (1), ringkar bunga
vang diterapkan ndak melebibi 9% {sembilan per seratusy upiuk pertanggungan dalam mata vang
Reyuah, dap tidak melebihi 3% (tinta per seratas) untuk penangguangan dalam mala vang asing,

Besapnya cadangan premi asuransi fissa uniuk produk atan bagian dan produk yang memberikan
manfaat berupa akumudusi dana sekurang-kurangeya sebesar akumulasi dama tersebut ditambah
dengan cadangan premi uniuk risiko nontatit yang dihadapi.

Pembentiukan ¢adingan ams premi vang belem merupakan pendapatan dan cadaniman kluim unuk
produk msuransi keectakaan dirl, asuransi keschatan chawarsa, dan asursnsi Kematian chawirsa,
Larus berdasarkan mcwade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20,

Bagian Keempal
Pinjaman Suhardinas

Posal | ¥

Tanpa meneeranel berlakenya Ketentun schagammana dimakoud  Jdatan Tasal 18, piganag
suborbinast dak clperebakan sehagal imswr kewajiban dalam penctapan tingkat soleabiliae
apwrhaia pnfoman ersebud memenoln hetentunn sehagan beriku

4 dimrttkan wotuk mernenuhe ketentian bates trgkat solvabilitas:

b perjanpan pugamarn dituangkae dalany skte notans.

Pl perpimgnae potgae sehoganioy dimaksid dalisn asar (1Y bueut b haras diyvatakan

futhwa

A pelunasan paniman tersebnt hanva dapat ddakukan apahila nidik omenychabkan konghisi
Ketangan perisatman mengh gk selven:

b pangks wakin tdak dibatasi

oo vaekat Do v sk Gdak mwiebing 297 (doa padal per seratusy duno tingkar bunga

Wi




Keputusan Menieri Keuangon
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MENTER| KE JaNGAY Tanggal 7 Okiober T499
BAB YV

PERIMBANGAN KEKAYAAN DENGAN KEWAIIBAN

Pazal 19

Peomsalinn Asuranss dan Pesisahaan Reasuransi harus niemiiiki kckayaan dalam bentuk imvesios
sewiainana dissaksud dalam Pasal S ayat (2}, sekurang-kurangnya schesar jumlah cadangan eknis dan
utany klaim.

il

]

[

Pasal 20

>epusahadit Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang menghadapi kemungkinan ketidaksesuaian
{nismatch) antara kekayaan dan kewsjibas dalam scliap jenis mata uang asing, dan alau
Kotidaksesuaian ¢mismaich) antara tingkat bunga kewajiban dan tingkat bunga hasil investasi
{tinukat bunga umum), dapat melakukan transaksi leranan sural berharga semata-irata haoya untuk
keperluan Iindung nili thedging),

Transaksi runan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat di takukzn dengan
kerentuin
A hanva dilakukan pada Bank dengany peringkat sekurang-kurdngnya A;
b setelah rerlebi dahubu tnemberinahukan rencana Iransaksi werscbut kepada Darckr Jenderal
i cimbaga Keaangan.

Pemberitahuan rencama ransakst sebagaimana dimaksud dalam ayar (2) huruf b hanes sckuring-

klll’:!ll“?'ﬂ'\'il menuukup :

a hondisi ketidak<esuman vang dibadapi:

B strmtenn yang dunnl dalam mengeiols risike akibat ketidaksesuaian keuangan vang dihadapic

¢, pertunbangan dalam <euap langkah pengambiian posisi dan nilai kerugian potensial dari setiap
largkah ersebuw;

4. daltar rwavat hidupy wenags pengelola vang telah berpengalaman de bidang pengelolaan nsibo

HEL OB SD,
Apabra dalam wakin A rampat bolasy hart kena seak pemberiaiuan diterima, Dirckar Jendeea!

Ueniage Kewnnzin ndab. memberiban tangeapan, perusahaan asuvans dapae melakukan sk

fitsur suvad bevhaeas diresik sl

BAR NI
RETENST SENDIRY

Pasal 21

ol Asuranst dun Perusahaan Reasuransi harus meniliki recosh sendinn untuh sctiap

penutLpan nsika,

Ponarapo retenss seadin s didiasarkiny padas wrafib nsiko vang dibuag secara temib, e,

rodovan, dier akurat.
Peeairns g retensi sondir ugab setap sk dielasarkan padn Modal Sendirg,

Kosnlmn et Dl prengema sesamya eetensi seadore sehagaimanit dimaksad dalan avat (31
Ao apian denan Kepeerosan Dhcektor Jenderad Lombaea Kocuanszan,

iey
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Pasal 22

(1 Perusabuan Asurans Kerugian dan Perusahaan Reasuranst hanya dapat messilkn Premu Retensi
Seadin paling banvak 300% {uga ratus per seratus} dari Modal Seadizi periode berjalan.

123 Pendsohaan Asuranse Jiwa hanva dapat memidikd Premi Retensi Sendmi untuk asuransi kecelakaan
din, asurans keschatan, dan asuransi kematian ekawarsa, paling banvak 300% (tiga ratus per
seratus ) dari Modal Scadiri periode begalan,

131 Perusabaan Asuransi dilarang menenima jumlah premd penuiepan tidak langsung melebihi jumlah
prean peotiupan lRagsung.
Balrvil
REASURANSI
Pasal 23 i
i1y Dukungan reasuranst otomatis harus memenuin ketonan sebagat berikast

a. Lintuk Perusahaan Asuransi Kerugian, sckurang-kurangnyva diperoleh dar | {satu} Perusabaan
Reasaranst dan 1 {satu) Perusahaan Asuranst Kerugian Linaya di dalam negeri.

b, Uniuk Perusanaan Asuransi Jiwa, schurang-kurangnva diperoleh dari 1 fsaw) Perusahaan
Reasuranst di dalam negen

1) Dukungar reasuransi otomatis diri penanggung wlsng di luar negeri bagi Perusabaan Asursns
Reragian, hanya dapal dilakukan apabila perusabaun dimaksud telah terlebih dabulu mendapat
dukungan reasuransi dan sekucang-xurangnya |1 {saw) Perasahaan Reasuransi dan 3 (b
Perusabiaan Asuranst Keeugnin Luinnyy di daluin negen, kecuadi dapat dibuktikan babiwa udak
cubup Perusahaan Asuransy Kevugian i dalam negert vang mampu atiu o uniuk member
dubungan reasiranst,

i Dukunyan reasurdns lakulant hanys dapat diakuekan dalann kol dukeegan casuransy obomabis
dak mencukuns st pents isiko vang ditatep Gdak sermasuk dalam reasuransi olomatis

Pasad 24

Phikungan seaserissg divn perisahaan penanggung ulmg de e nepen laney dupat dilabekos poda

perisaiiim penangeane wng vang memilik permekan sekurang-kurangnyve BB st voang selara
deneanany,

e 20 Db hal perusabadn penangenng ulang di luar negen sebazaomana dimakaod dalam svar it ddak
menubhe peringkat dan badan pemeringhat, maka per sahaan pesangpung ulong dimaksud hasos
mumithke reputasi badk vang dapal dibukikan dengan sucat keterangan dar badan pembina dig
PRI dsNFs SCLEIPal, vang menelaskan biahws;

& punsabvin vang bersanegkuon masih memiliki wn vasha dan

hoooporwsalunnt vang bersargkoian hdak osedang dikenakan skt ateh backin pembina dic

PGS annTisl setemipar dar
Fomdia bemngan perusahoan vanyg bersangkutan mewnhbo modi] seadiv sekurang-kurngny
[ geeratus e puluh per seratesy dno oo madal disetor perusaboar reasnsse

[icdmige st

Vi iRk pomenahan persyartan selanmana dimaksod dataey avan 01y anng v (2 deygukon olek
Serunalnniy Aoswrinar atn Perosihaan Reaswans hepadae Memen bersamaan dengan sk
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Perusahuan Asuransi Kerugian dan Perusahaan Reasuransi hanya dapat memiliki Premi Retensi
Sendiri paling banyak 300% (tiga ratus per seratus) dari Modal Sendiri periode berjalan.

Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat memiliki Premi Retensi Sendini untuk asuransi kecelakaan
din, asuransi kesehatan, dan asuransi kematian ekawarsa, paling banvak 300% (tiga rates per
seratus ) dari Modal Sendin periode berjalan.

Perusahzan Asuransi dilarang meperima jumlah premi peouwtupan tidak langsung melebihi jumlah
premi peoutupan langsung.

BAB VI
REASURANSI

Pasal 23

Dukungan reasuransi olomatis barus memenuhi ketenman sebagai berikut

a. Untuk Perusahaan Asuransi Kerugian, sekurang-kurangnva diperoleh dari | (satu) Perusahaan
Reasuransi dan 1 {satu) Perusahaan Asuransi Kerugian lainnya di dalam negeri.

b. Unluk Perysahaan Asuransi Jiwa, sekuranp-kurangnya diperoleh dari | (satu) Perusahzan
Reasuransi di dalam negeni.

Dukungan reastirangi otomatis dari penanggung ulang i luar negeri bagi Perusahsan Asuransi
Kerugian, hanya dapat dilakukan apabila perusahaan dimaksud telah terlebih dabulu mendapat
dukungan reasuransi dari sekurang-kurangoya | {sawu) Perusahaan Reasuransi dan 5 (lima)
Perusahaan Asuransi Kecugian lainnya di dalam negeri, kecuali dapat dibuktikan bahwa tidak
cukup Perusahaan Asurangi Kerugian di dalam negeri vang mampu atas mau untuk memberi
dukungan reasuransi.

Dukungan reasuransi fakultatif hanya dapat dilakukan dalamn hal dekungan reasuransi otomatis
tidak mencukupi atau jenis risiko vang ditutup tidak tecmasuk dalam reasuransi ofomatis.

Pasal 24

Dukungan reasuransi dar perusahaan peazngguny ulang di luar negeri hanya dapat dilakukan pada
perusahaan penanggung wlang yang memibiki peringkat sckurang-kurangnyva BBB atau yang sctara
dengan it

Dialam hal perusahaan penanggung utang di Juar negeri sebagaimana dimaksud dalam avar () tidak
mennbiki peringkat dari badan pemeringkat, maka perusahaan penanggung ulang dimaksud harus
meautiki reputasi baik yang dapat dibuktikan dengan swrat keterangan dari badan pembina dan
pengawas asuransi serempal, yang menjelaskan bahwa:

Lot

perusahazn yang bersangkuran masih memiliki izin usaha; dan

b. perusafiaan yang bersamgkulan tlidak sedang dikenakan sanksi oleh badan pembina dan
pengawas asuransi setempat: dan

¢. kondisi kevangan perusahaan yang bersangkutan mewmiliki modal sendini sekurang-kurangnva

150% {seratus lima puluh per seratus) dari minimum modal disetor perusahaan reasuransi &i

[ndonesia

Bukii pemenuban persyaratan scbagaimana dimaksud dalam ayar (1} amu ayat (2) diajukan olch
Perusabraan Asuransi atau Perusabaan Reasuransi kepada Mentern bersamaan dengan waky
penyampaian laporan reasuransi olomatis.
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Pasal 30

(1} Peousahaan Asuransi Kerugian dan Peruszhazn Reasuransi setiap tahur harus meaambah jumlah
Deposito Jaminan sekurang-kurangnya 1 % (satu per seratus) dari keaikan pendapatan premi neto
(net eamed premium).

(2) Perusabaan Asuransi Jiwa setiap tahun harus menambah jumlah Deposito Jaminan sekurang-
kerangnya 3% (lista per sevatug) darl kesaikan codaggan premi. termasuk cadangan atas premi
yang belum merupakan pendapatan,

(3} Penambahan Deposito Jaminan sebagatmana dimaksud pada ayat {1} dan ayat (2} harus
ditempatkan dalam bentk deposito berjangka dengan perpanjangan otomatis padz Bank yane
bukan afiliasi dari Penusahaan Asurensi dan Perusahaan Reasuransi vane bersangkutlan sera
ditatausahakan atas nama Menteri untuk kepentingan perusahaan yang bersangkutan.

BAR IX
LARANGAN
Pasat 25

{1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Repsuransi dilarang memiliki xekavaan fvar negerd, kecuahi
kekayaan lyar negeri sebagaimana dimaksud dafam Pasal 12,

{2} Investasi luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 seluruhnya dilarang melebihi 20% (dua
puluh per seratus) dari jumnlah investasi.

Pasal 26
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan transaksi turunan sural berharga
kecuali unnk keperluan lindung nilai scbagaimana dimaksud datam Pasal 2.

Pasai 27
Perusahasn Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang mengembalikan pinjaman subordinasi. atau
membayar dividen kepada pemegang sabam, atau melakukan segala benwk pengalilan modal kepada
permmegang sabam atau pihak lainnya, apabila hal tersebut akan menyebabkan ndak rerpenubinya
katentuan  tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan atmy  menyebabkan
berkurangnya jumlah modal disetor dibawah ketentuan modat disetor yang dipersyaratkan.

Pasal 28

Perusahan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dilarang menambah modal disetor dengan melakukan
pertukaran saham (swap share) atas saham perusabaan itu sendini vang belum pamah ditecbitkan.

120
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BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Setiap kekayaan dan kewajiban datam beatuk dan acau dalam satuan mata uang asing harus dinyatakan
dalam ipata nang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada
tanggnl neraca.

(1)

(93]

(3

(h

Pasal 31

Dalam hal Perusabaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dikenakan sanksi peringaian karena
tidak menecapai tingkat solvabililas sebagaimana dimaksud Pasai 4 ayat (3}, Menteri dapat
mewnjibkan perusahaan yang bersaogkumn uneuk menyampaikan peroyataan para pemegaog
saham uptuk memenuhi kekurangan batas tingkat solvabilitas.

Pernyatann para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disamtpaikan
kepada Menteri selambat-tarnbainya | {sans} bulan scjak anggal dikenakannya sanksi peringatan.

Pernyalaan para pemcgang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekurang-kurangnya

memual ;

a. persetujuan untuk melakukan restrukturisasi aset;

b, kesedizan melakukan penambahan modal disetor;

¢. kesanggupan untuk menanggung semua kewzjiban sebesar asel perusaliaan yang diinvestasikan
pada perusahaan miliknya atau afiliasinya.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang telah mendapac izin usaha sebelum

ditetapkanava keputusan ini. wajib melakukan penvesuaian terhadap ketentuan dalam kepurusan
ini.

(2)_Penyesuaian pemenuhan ketentuan mengenai batas tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud

datam Pasal 2, bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berbentuk badan hukum
perseroan terbatas, dilakukan dengan 1ahapan sebagai benkut:

a. sejak akhir iniwuian pertama tahus 2000, baws ringkat solvabilitas sckurang-kwrangnya 3%
(tima per seratus) dari batas lingkat sobvabilitas minimum;

b. scjak akhir tshun 2000, batas tingkat solvabilitas sckurang-kurangnva 15% (lima belas per
seratus) dari batas tingkat selvabilitas miatmum;

c. sejak akhir tahun 2001, batas tingkat sofvabilitas sekurang-kurangnva 40% (empat puluh per
senatus) dari batas tingkat solvabilitas minimum

d. sejok akhic tahun 2002, baras tingkax solvabilitas sekurang-kurangaya 75% (tujuh pukuh lima
per seratus) dani batas tingkat solvabilitas minimum;

e. sejak akhir tahun 2003, batas tinglag solvabilitas sckurang-kurangnya 100% (scratus per
seratus) dan batas tingkat solvabilitas minimum;

f.  sejak akhir tahun 2004, batas tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya 120% (seratus dua puluh
per seratus) dani batas tingkat sobvabilitas minimum.

11
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(3) Penyesuaian pemenuhan ketentuan mengenai keschatan keuangan bagi Perusahaan Asuransi yang
berbentuk badan hukum bukan perscroan terbatas, dilakukan dengan tahapan sebagai benikut:

a. sejak akhir triwulan pertama tahun 2002, memiliki tingkat likuiditas sckurang-kurangaya 120%
(seratus dua puluh per seratus);

b. sejak akhir tahun 2003, memiliki dngkat solvabilitas sekurang-kurangnya 100% (scratus per
Seratusy,

€. scjak akhir tahun 2004, memiliki tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya 120% (seratus dua
pulub per serius).

(4) Tingkat likuiditas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf 2 adalah perbandingan antara
kekayaan lancar yang jangka waktunya kurang dari (satu) thun, dan kewajiban fancar vang akan
dibayarkan dan yang mungkin akan dibayarkan dalam jangka wakta kurang dart 1 (satu) tahun,

Pasal 33
Pemenuhan ketentuan mengenai penvampaian laporan tingkat solvabilitas bulanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diberlakukan mulai akhir tzhun 2004 untuk Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi yang tclah mendapat izin usaha sebetum ditetapkannya Keputusan ini.

BaB XIf
KETENTUAN PENUTUP
Pasat 34
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 224K MK.017/1993
tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dinyatakan tidak berlaku
lagi.
Pasal 33

Keputmsan int mulai berlaki pada tanggal diterapkan.

Agar  sctiap  orang mengewhuinya.  memerinahkan  pengumuman Kepumisan  int dongan
menempatkannya dalam Berits Negara Republik Indomesia,

Ditetapkan di Jakarea
pada @anggal 7 Okrober 1999
Menten Keuyangan

ud.

Bambang Subianto




LAMPIRAN 17

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 424 /KMK.06/2003

TENTANG

KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI

Menimbang @ a.

Mengingat :

DAN PERUSAHAAN REASURANSI
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan yang
terjadi dalam industri perasuransian nasional, perlu dilakukan
penyesuaian secara menyeluruh terhadap ketentuan mengenai
keschatan kecuangan Perusahaan Asuransi dan  Perusahaan
Reasuransi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri l(:.uangan
Nomor 481/ KMK.017/1999;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, periu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan  Perusahaan

Reasuransi;

Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian
{Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3467);

Peraturann  Pemerintah  Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik
Indopesia Tahun 1992 Nomeor 120, Tambahan Lembaran Negara
Nermor 3306) sebagairmana teldhh Jdiubab  dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

Narnor 3861);

Keputusari Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;

128
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MENTER! KELAMGAN
AEPLBLIK WDONESIA
.2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KESEHATAN
KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANS! DAN PERUSAHAAN

REASURANSI,

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang tentang Parbankan.

2. Kekayaan Yang Diperkenankan adalah kekayzan vang
diperhitungkan dalamn perhitungan tingkat solvabilitas.

3. Prinsip Syariah adalah prinsip perjanjian berdasarkan hukum Islam
antara Perusahaan Asuransi atail Perusahaan Reasuransi dengan
pihak lzin, dalam menerima amanah dengan mengelola dana
peserta melalui kegiatan investasi atau  kegiatan lain yang
diselenggarakan sesuai syariah,

4. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi adalah produk
asuransi ya:lg' memberikan hasil investasi yang sepenuhnya
mengacu kepada hasil investasi pasar.

5. Premi Neto adalah premi neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang |
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian sebagaimana telah diubah |
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999, I

6. Modal Sendiri adalah jumlah modal sendiri yang tercantum dalam
nsraca yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan

7. Deposito...




L3

7. Deposito Jaminan adalah deposite berjangka yang ditatausahakan
atas nama Menteri sebagai jaminan terakhir dalam rangka
melindungi kepentingan pemegang polis sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomer 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian schagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999.

BABI!
" TINGKAT SOLVABILITAS

Bagian Kesatu
Batas Tingkat Solvabilitas

Pasal 2

(1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi setiap saat wajib
memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% (seratus dua
puluh per seratus) dari risiko kerugian yang mungkin timbul
sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan
kewajiban, -

{2} Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak
memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), namun memiliki tingkat solvabilitas paling sedikit
100% (seratus per seratus), diberikan kesempatan melakukan
penyesuaian dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi
ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat

).

Pasal 3

(1) Ristko kerugian yang mungkin imbul sebagai akibat dari devias
dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

a kegagalan pengelolaan kekayaan;
b. ketidak-seimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan
kewajiban;
¢ ketidak-seimbangan ...
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¢. ketidak-seimbangan antara nilai kekayzan dan kewajiban
dalam setiap jenis mata uang;

d. perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim
yang diperkirakan;

e. ketidak-cukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang
diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi
yang diperoleh;

f. ketidak.mampuan pihak reasuradur untuk memenuhi
kewajiban membayar klaim.

(2} Jumlah dana yang diperfukan untuk menutup risiko kerugian yang

@)

(1)

mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan
kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
merupakan batas tingkat solvabilitas minimurm.

Pethitungan besarnya risiko kerugian yang mungkin timbul
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} didasarkan pada pedoman
yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Lembaga

Keuangan.

Bagian Kedua
Pelaporan Perhitungan Tingkat Solvabilitas dan
Pengumuman Laporan Keuangan

Pasal 4

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib menyusun
taporan keuangan non-konsolidasi berdasarkan standar akuntansi
keuangan yang berlaku di Indonesia,

{2) Laporan keuangan non-konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) digunakan untuk menghitung tingkat solvabiitas,

Pasal 5

Setiap kekayaan dan kewajiban dalam bentuk dan atau dalam satuan
mata uang asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah
berdasarkan nifai kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
pada tanggal neraca.

Pasal ...




)

@

3)

(4)

{5

©)

Pasal 6

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi  wijib
menyampaikan kepada Menteri:

a. laporan perhitungan tingkat solvabilitas triwulanan per 21
Maret, 30 Juni, 30 Septemnber, dan 31 Desernber, paling lambat 1
{satu) bulan sctelah berakhimya triwulan yang bersangkutan;

b. laporan perhitungan tingkat solvabilitas tahunan per 31
Desember yang dilampiri dengan laporan auditor independen
atas laporan keuangan tahunan yang digunakan wntuk
menghitung tingkat solvabilitas periode dimaksud, paling
lambat tanggal 30 April tahun berikutmya.

Bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang
menjalankan usaha asuransi atau reasuransi dengan Prinsip
Syariah, laporan perhitungan tingkat solvabilitas sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a harus dilengkapi dengan surat
pernyataan Dewan Pengawas Syariah bahwa pengelolaan kekayaan
dan kewajiban telah dilakukan sesuai dengan Prinsip Syariak,

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi wajib
mengumumkan neraca, perhitungan laba rugi, dan tingkat
kesehatan keuangan untuk periode yang berakhir per 31 Desember
serta data lainnya pada surat kabar harian di [ndonesia yang
memiliki peredaran yang luas paling lambat tanggal 30 April tahun
berikutnya.

Neraca dan perhitungan laba rugi yang diumumkan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) merupaikan bagian dari laporan keuangan
yang telah diaudit oleh auditor jndependen,

Bukt pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) wajib
disampaikan kepada Menteri paling lambat 2 (dua) minggu setelah
tanggal pengumuman pada surat kabar.

Ketentuan mengenai bentuk’serta susunan laporan perhitungan
tingkat solvabilitas dan pengumuman laporan keuangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal
7 ayat (2} diatur lebih Janjut dengan Keputusan Direktur Jenderal
Lembaga Kevangan.

Bagian ..,
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Bagian Ketiga
Pemenuhan Tingkat Sclvabilitas

Pasal 7

(1) Perusahsan Asuwransi dJan Perusahaan Reasuransi vang tidak

@

&

)

(3

memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (I} wajib menyampaikan rencana penychatan
keuangan yang disetujui oleh pemegang saham atau vang setara
dengan itu dalam rangka memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas.

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib pula menyampaikan laporan
perhitungan tingkat solvabilitas bulanan per akhir bulan vang
dilengkapi dengan laporan perkembangan penyehatan keuangan
perusahaan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) harus disampaikan kepada Menteri bersamaan dengan
penyampaian laporan perhtrungan tingkat solvabilitas triwulan

berikutnya.

Rencana penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), sekurang-kurangnya memuat langkah-langkah penyehatan
yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk
memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas.

Langkah-langkah penyehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat
{4), paling sedikit memuat salah satu rencana sebagai berikut:

a. rencana restrukturisasi kekayaan dan atau kewajiban;

b. rencana penambahan medal disetor:

¢. rencara pengalihan sebagian atau seluruh portoiolio

pertanggungan;
d. rencana melakukan penggabungan badan usaha.

(6) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamn ayat (4) harus

disesuaikan dengan kondisi permasalahan yang dibadapi olek
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dan tidak lebih
dari & (enam) bulan sejak tanggal penyampaian Japoran
perhitungan' tingkat solvabilitas triwulan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (3). @ M
. enteri ...
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{7) Menteri berwenang memerintahkan Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi untuk melakukan perbaikan atas rencana
penyehatan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 8

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang tidak memenuhi
ketentuan tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1) wajibtx

a. melaksanakan rencana penyehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4); dan

b. memenuhi tingkat solvabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (1) dalam jangka waktu sebagaimana telah ditetapkan dalam
rencana penyehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 9

Menteri dapat memerintahkan kepada Perusahaan Asuransi dan
Perusahaan Reasuransi untuk melakukan permnindahan sebagian atau
seluruh portofolio pertanggungan kepada Perusahaan Asuransi dan
Perusahzan Reasuransi lainnya, dalam hal:

a. Perusahasn Asuransi dan Perusahaan Reasuransi tidak dapat
memenuhi ketentuan mengenai tingkat solvabilitas dan sedang
dikenai Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha; atau

b. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi memiliki tingkat
solvabilitas kurang dari 40% (empat puluh per seratus} sehingga
berisike tinggi membahayakan kepentingan tertanggung,

: BABIII
KEKAYAAN YANG DIPERKENANKAN
Paszal 10

Kekayaan yang diperkenankan harus dimiliki dan dikuasai oieh
Perusahaan Asuransi atau Perudahaan Reasuransi, dalam bentuk:

a, investasi; . - '

b. bukaninvestasi.

Bagian ...
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Bagian Pertama
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
dengan Prinsip Kanvensionai

Fasal 11

{1} jenis investasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a
unttuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi terdin dari:

o ™

h.
i

deposito berjangka dan sertifikat deposite pada Bank, termasuk
depasit on call dan deposito yang berjangka waktu kurang dari
atau sama dengan 1 (satu) bulan;

saham yang tercatat di bursa efck;

obligasi dan Mcdium Termi Notes dengan peringkat paling
rendah A atau yang setara pada saat penempatan;

surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah
atau Bank Indonesia;

unit penyertaan reksadana;
penyertaan langsung (saham yvang tidak tercatat di bursa efek);

bangunan dengan hak strata (strate fitle} atau tanah dengan
bangunan, untuk investasi;

pinjaman hipotik:
pinjaman polis.

(2) Jenis kekayaan yang bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf .b untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan

Reasuransi, terdiri dari :

kas dan barnk;

tagihan premi penutupan langsung:
tagihan reasuransi;

tagihan hasil investasi;

bangunan dengan hak strata {(strata title) atau tanah dengan
bangunan, untuk dipakai sendiri;
perangkat keras komputer.

Pasal ...
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Pasal 12

(1) Peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf ¢,

{2)

1}

Pasal 16 ayat (1) hunif ¢, dan Fasal 22 ayat (2} huruf b, adalah
peringkat yang dikcluarkan oleh lembaga pemeringkat yang
terdaftar pada instansi yang berwenang atau yang telah
memperoleh pengakuan internasional.

Dalam hal peringkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diterbitkan oleh lebih dari satu lermbaga pemeringkat, maka
peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.

Pasal 13

Penilaian atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan TPerusahaan
Reasuransi adalah sebagai berikut :

a. deposito berjangka, berdasarkan nilai nominal:
b. sertifikat dcposito, berdasarkan nilai lunai;

saharn yang tercatat di bursa efck, berdasarkan nilai pasar;
obligasi dan Medium Term Notes, berdasarkan nilai pasar;

e, surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pernerintah
atau Bank Indonesia, berdasarkan nilai pasar, atau nilai tunai
dalam hal nilai pasar tidak tersedia;

f.  unit penyertaan reksadana, berdasarkan nilai aktiva bersih;

g penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek),
berdasarkan nilai ekuitas;

h. bangunan dengan hak strata (stmfe title) atau tanah dengan
banguran, untuk investasi, berdasarkan nilai yang ditetapkan
oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang
berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak
ditakukan penilaian oleh l[embaga penilai;

n

a

i pinjamnn hipotik, berdasarkan nilai sisa pinjaman;

j  pinjaman polis, berdasarkan nilai sisa pinjaman.

(2) Penilaian ..,
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(2) Penilaian atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf b untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan

Reasuransi adalah sebagai berikut :
. kas dan bank, berdasarkan nilai nominal;

b. tagihan premi penutupan langsung, berdasarkan nilai sisa
tagihan;

¢. tagihan reasuransi, berdasarkan nilai sisa tagihan;

d. tagihan hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan;

e. bangunan dengan hak strata (strata ftitle} ataz tanah dengan
bangunan, yang dipakai sendiri, berdasarkan nilai yang
ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi

yang berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hat
tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penilai;

f. perangkat keras komputer, berdasarkan nilai buku.

Pasal 14

{1} Pembatasan atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan

Reasuransi adalah sebagai berikut :

a, investasi dalam bentuk deposito berjangka dan sertifikat
deposito pada setiap Bank, tidak melebihi 20% (dua puluh per
seratus) dard jumlah investasi;

b. investasi délam bentuk saham yang emitennya adalah badan

hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak
melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari fjumlah investasi;

c. investasi dalam bentuk obligasi dan Medium Term Notes yang
penerbitnya adalah badan hukum [ndonesia, untuk setiap
penerbit masing-masing tidak melebihi 20% {(dua puluh per
- seratus) dari jumjah investasi;

d. investasi dalam bentuk unit penyertaan reksadana, untuk

" setiap penerbit tidak melebihi 20% (dua puluh per seratus) dari
fumlah investasi;

e. investasi dalam bentuk penyertaan langsung (szham yang tidak
tercatat di bursa efek), seluruhnya tidak melebihi 10% (sepuluh
per seratus) dari jumlah investasi;

f. investasi...




)

&)

)

MENTERI KEUANGAN
REFUBLIK INDONESIA

f. investasi yang ditempatkan dalam bentuk bangunan dengan
hak strata (straia litle) atau tanah dengan bangunan, seluruhnya
tidak meclebihi 20% (dua puluh per seratus) dari jumiah
investasi;

g. investasi yang ditempatkan dalam bentuk pinjaman hipotik,
seluruhnya tidak melebihi 20% {(dua puluh per seratus) dari
jumlah investasi dan memenuhi persyaratan bahwa pinjaman
tersebuts
1) diberikan hanya kepada perorangan;

2) dijamin dengan hipotik pertama;

3) penghipotikan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku; dan

4) besamnya setiap pirjaman tidak melebihi 75% (tujuh puluh
lima per seratus) dari nilai faminan yang terkeci di antara
nilai yang ditctapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar
pada instansi yang berwenang dan Nilai Jual Objek Pajak
{(NJOPY; -

h. investasi dalam bentuk pinjaman polis besarnya tidak melebihi
80% (delapan puluh per seratus} dari nilai tunai polis yang
bersangkutan.

Jumlah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan
batasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} adalah nilai seluruh
jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) per
tanggal neraca yang penilaiannya didasarkan pada ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1} ayat (1},

Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
mermiliki penempatan investasi di lvar negeri, maka fumlah
investasi yang digunakan sebagai dasar batasan adalah jumlah
investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2} ditambah dengan
jutndah investasi di luar negeri.

Pembatasan atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud
dalant Pasal 10 huruf b untuk-Perusahaan Asuransi dan Perusahaan

Reasuransi adalah sebagai berikut :

a, kagihan ..
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a. tagihan premi penutupan langsung. umumya tidak lebih dari 2
{dua) bulan dihitung sejak:
1) pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran
premi tunggal; atau
2) jatuh tempo pembayaran premi bagi polis dengan
pembayaran premi cicilan;
b. tagihan reasuransi, urnumya tidak lebih dari 2 (dua) bulan
dihitung sefak tanggal jatuh tempo pembayaran:
c. tagihan hasil investasi, umumya tidak lebih dari 2 {dua) bulan
dihitung sejak tanggal hasil investasi menjadi hak Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

d. bangunan dengan hak strata (strmta title} atau tanah dengen
bangunan yang dipakai sendiri, seluruhnya tdak melebihi 20%
{dua puluh per seratus) bagi Peritszhaan Asuransi Kerugian
dan Perusahaan Reasuransi, atau 30% (tiga puluh per seratus}
bagi Perusahaan Asuransi Jiwa, masing-masing dari Modal
Sendiri periode berjalan;

c.  perangkat keras komputer seluruhnya tidak melebihi 20% (dua
puluh per sezatus) dari Modal Sendiri pecivde berjalan,

Bagian Kedua
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
dengan Prinsip Syariah

Pasal 15

(1) Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan usaha asuransi
dengan Prinsip Syariah dalam bentuk kantor cabang harus
melakukan pemisahan kekayaan dan kewajiban usaha asuransi
dengan Prinsip Syariah dari kekayaan dan kewajiban usaha
asuransi dengan prinsip konvensional.

(2} Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan usaha reasuransi
derigan Prinsip Syariah -dalam bentuk kantor cabang harus
melakukan pemisaban kekayaan dan kewajiban usaha reasuransi
dengan Prinsip Syadah dari kckayaan dan kewajiban usaha
reasurarisi dengan prinsip konvensional.

T (3) Jenis...




(3) Jenis, penilaian, dan pembatmsan kekayaan kantor cabang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengikuti jenis,
penilaian, dan pembatagan kekayaan yang berlaku bagi Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip Syariah

Pasal 16

{1} Jenis investaci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a
untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan
Prinsip Syariah terdiri dari:

a.

| ™

*

depasito berjangka dan sertifikat deposito pada Bank, termasuk
deposit on cail dan deposito yang berjangka waktu kurang dari
atau sama dengan 1 (satu) bulan;

saham yang tercatat di bursa efek;

obligasi dan Mediurm Term Noies dengan peringkat paling
rendah A atau yang setara pada saat penempatarn;

surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah
atau Bank Indonesia;

unit penyertaan reksadana;

penyertaan langsung {saham yang tidak tercatat di bursa efek);
bangunan dengan hak strata (strats fitle) atau tanah dengan
bangunan, untuk investasi;

pinjunan polis;

pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan
bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual
beli dengan pembayaran ditsngguhkan);

pembiayasn modal kerja dengan skema mudharabah (bagi
hasil). . '

(2) Jenis kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
10 huruf b untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
dengar Prinsip Syariah terdiri dari:

a.
b.
=

kas"dan bank; -

tagihan premi penutupan langsung:
tagihan reasuransi;
d. tagihan...

138




(1)

2

d.

e

f.

tagihan hasil investasi;
bangunan dengan hak strata (strata hitle) atau tanah dengan
bangunan, untuk dipakai sendiri;

perangkat keras komputer.

Pasal 17

Penilaian atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi dengan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut :

a

f.

j

deposite berjangka dan sertifikat deposito, berdasarkan nilai
nominal;

saham yang tercatat di bursa efek, berdasarkan nilai pasay;
obligasi dan Medium Term Notes, berdasarkan nilai pasar, atau
nilai nominal dalam hal nilai pasar tidak tersedia;

surat berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah
atau Bank Indonesia, berdasarkan nilai pasar, atau nilai
nominal dalam hal nilai pagar tidak tersedia;

unit penyertaan rel:sadana. berdasarkan nilai aktiva bersih;
penyertaan langsung, berdasarkan nilai ekuitas;

bangunan dengan hak strata (stmita litle) atau tanah dengan
banguran, untuk investasi, berdasarkan nilai yang ditetapkan
oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang
berwenang, atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dalam hal tidak
dilakukan penilaian oleh lernbaga penilai;

pirdaman polis, berdasarkan nilai sisa pinjamarn;

pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan
bermotor, dan barang modal dengan skema murabahah (jual
beli dengan pembayaran ditangguhkan), berdasarkan nilai sisa
pinjaman;

pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi
hasil) berdasarkan nilai sisa pinjaman.

Penilaian atas kekayaan bukan investasi sebagéjmana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf b untuk Ferusahaan Asuransi dan Perusahaan

Reasuransi dengan Prinsip Syariah adaleh sebagai berikut:

a. kas ..
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kas dan bank, berdasarkan nilai nominal;

tagihan premi penutupan langsung, berdasarkan nilai sisa
tagihan;

tagihan reasuransi, berdasarkan nilai sisa tagihary

tagihan hasil investasi, berdasarkan nilai sisa tagihan;

bangunan dengan hak strata (simie title} atau tanah dengan
bangunan, yang dipakai sendiri, berdasarkan nilai yang
ditetapkan oleh lembaga penilai yang terdaftar pada instansi
yang berwenang, atau Nilzi Jual Objek Pajak (NJOF) dalam hal
tidak dilakukan penilaian oleh lembaga penifai;

perangkat keras komputer, berdasarkan nilai buku.

Pasal 18

Pembatasan atas kekayaan investasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 huruf a untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi dengan Prinsip Syariah adalah sebagai berikut:

investasi dalam bentuk deposito berjangka dan sertifikat
deposito pada setiap Bank, tidak melebihi 20% {dua puluh per
seratus) dari jumlah investasi;

investasi dalam bentuk saham yang emitennya adalah badan
hukum Indonesia, untuk setiap emiten masing-masing tidak
melebihi 20% {dua puluh per seratus) dari jumlah investasi;
investasi dalam bentuk obiigasi dan Medium Term Notes yang
penerbitnya adalah badan hukum Indonesia, untuk setap
emiten masing-masing tidak melebihi 20% (dua puluh per
sexatus) dari jumiah investasi;

investast dalam bentuk unit penyertaan reksadana, untuk
setiap penerbit idak melebili 20% (dua puluh per seratus) dari
jumlah investasi;

investasi dalam bentuk penyertaan langsung, seturuhnya tidak
melebihi 10% (sepuluh per seratus} dari jurndah investasi;

investasi yang ditempatkan dalam bentuk bangunan dengan
hak strata (strata title) atau tanah dengan bangunan, seluruhnya
tidak melebihi 20% {dua puluh per seratus) dari jumlah
investasi; -

g. investasi ...
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g. investasi dalam bentuk pinjaman polis besarnya tidak melebihi
80% (delapan puluh per seratus) dari nilai tunai polis yang
bersangkutan;

k. investasi dalam bentuk pembiayaan kepemilikan tanah dan
atau bangunan, kendaraan bermotor, dan barang modal dengan
skema murabahah, seluruhnya tidak melebihi 30% (tiga puluh
per seratus) dari jumlah investasi dan masing-masing unit
untuk setiap tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor,
dan barang modal tidak melebihi 1% (satu per seratus) dari
jurnlah investasi;

mudharabah seluruhnya tidak melebihi 30% (tiga pulub per
seratus)dan mlah investasi dengan keténtuan besarnya setiap
pinjaman tldak melebihi 75% (tujuh puluh lima per seratus)
dari nilai jaminan terkecil di antara nifai yang ditetapkan olch
lembaga penilai yang terdaftar pada instansi yang berwenang
dan Nilai fual Obyek Pajak (NJOP).

Jumiah investasi yang digunakan sebagai dasar perhitungan
batasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai seluruh
jenis investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) per
tanggal neraca yang penilaiannya .didasarkan pada ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1)

Dalam hal Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
memiliki penempatan investasi di luar negeri, maka jumlah
investasi yang digunakan sebagai dasar batasan adalah jumlah
investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2} ditambah dengan
jurnlah investasi di luar negeri.
Pembatasan atas kekayaan bukan investasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf b untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi dengan Pringip Syatiah adalah sebagai berikut:
a. tagihan premi penufupan langsung, umurnya tidak lebih dari 1

(satu) bulan dihitung sejak:

1) pertanggungan dimulai bagi polis dengan pembayaran

_ premi tunggal; atau
2} jatwh tempe pembayaran premi bagi polis dengan
pembayaran premi cicilan;

b. tagihan..,

investasi dalam bentuk pembiayaan modal kerja dengan skema
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b. tagihan reasuransi, umurnya tidak lebih dari 1 (satu) bulan
dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran;

c. tagihan hasil investasi, umurnya tidak lebih dari 1 {satu) bulan
dihitung sejak tanggal hasil investasi menjadi hak Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

d. bangunan dengan hak strata (strata title) atau tanah dengan
bangunan yang dipakai sendiri, seluruhnya tidak melebihi 20%
{dua puluh per seratus) bagi Perusahaan Asuransi Kerugian
dan Perusahaan Reasuransi, atau 30% (tiga puluh per seratus)
bagi Perusahaan Asuransi Jiwa, masing-masing dari Modal
Sendirt periode berjalan;

e. perangkat keras komputer seluruhnya tidak melebihi 20% (dua
puluh per seratus) dari Modal Sendiri periode berjalan.

Bagian Ketiga
Penempatan Investasi Pada Satu Pihak

_Pasal 19

(1) Penempatan investasi pada satu pihak tidak melebihi 25 % (dua

@)

)

puluh lima per seratus) dari jumlah investasi, kecuali penempatan
pada surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah atay Bank
Indonesia dan surat berharga yang dijamin oleh Pemerintah atau
Bank Indonesia.

Pihak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah satu
perusahaan, atau sekelompok perusahaan yang memiliki hubungan
afiliasi satu dengan yang laig.

Bagi kantor cabang Syariah dari Perusahaan Asuransi konvesional,
perhitungan pembatasan pencmpatan investasi pada satu pihak
kantor cabang dimaksud dilakukan secara terpisah dari
perhitungan pembatasan penemnpatan pada satu pihak untuk usaha
asuransi dengan prinsip konvensional.

Bagi kantor cabang Syariah dari Perusahaan Reasuransi
konvesional, perhitungan pembatasan penempatan investasi pada
satu pihak kantor cabang dimaksud difakukan secara terpisah dari
perhitungan pembatasan periempatan pada satu pihak untuk usaha
reasuransi dengan prinsip konvensional.

.

Bagian ...
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Bagian Keempat
Penggabungan Badan Usaha

Pasal 20

(1} Dalam hal terjadi penggabungan 2 (dua) atau lebih badan hukum

@

)

@

tempat Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi
melakukan investasi dan jumlah investasi pada badan hukum hasil
penggabungan menjadi febih besar dari batasan Investasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1)
dan atau Pasal 19 ayat (1), maka kelebihan jumlah investasi tersebut
diperlakukan sebagai kekayaan vang diperkénankan untuk fangka
wakte paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal

penggabungan,

Dalam ha! Perusahsan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} menempatkan tambahan
investasi pada badan hukum hasil penggabungan selama masa
penyesuaian maka ketentuan sebagaimana dimaksod dalam ayat
{1) memjadli idak berlaku dan ketentuan batasan investasi mengacu
pada Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), dan atau Pasal 19 ayat (1).

Bagian Kelima
Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi

Pasal 21

Kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari Produk Asuransi
Yang Dikaitkan Dengan Investasi harus dipisahkan pencatatannya
dengan kekayazm dan kewa]lban yang bersumber dari produk
asuransi jiwa lainnya. :

Penempatan atas kekayaan yang bersumber dari Produk Asuransi
Yang Dikaitkan Dengan Investasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam jenis:

a. kasdan bank;

b. deposito berjangka dan sertifikat deposito, termasuk deposit on
cell dan deposito yang berjanghka waktu kurang dari atau sama
dengan 1 (satu) bulan;

¢. saham yang tercatat di bursa efek;

' d. obligasi..

143




)

)

®

W

2

d.  obligasi dan Medium Term Notes;

e. unit penyertaan reksadana;

f. surat betharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah
atau Bank Indonesia.

Ketentuan pembatasan penempatan kekayaan scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1} dan atau Pasal 19 ayat (1} tidak
berlaky bagi penempatan kekayaan Produk Asguransi yang
Dikaitkan Dengan Investasi .

Bagian Keenam
Kekayaan di Luar Negeri

Pasal 22

Perusahaan Asvransi dan Perusahaan Reasuransi dapat memiliki
kekayaan di luar negeri dalam bentuk investasi.

Kekayaan di luar negeri dalam bentuk investasi sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dimiliki dalam jenis:

a. saham yang terdaftar di bursa efek;

b. obligasi dan Medium Term Notes dengan peringkat paling
rendah A atau yang setara pada saat penempatan;

c. penyertaan langsung (saham yang tidak tercatat di bursa efek).

Pasal 23

Investasi dalam bentuk saham, obligasi, dan Medium Term Notes
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dan huruf b
merupakan kekayaan di Juar negeri apabila emiten atau penerbit
surat utang dimaksud mermupakan badan hukum asing.

Dalam hal suatu badan hukum Indonesia menerbitkan surat utang
di luar degeri melalui badan hukum asing yang khusus didirikan
dalam rangka penerbitan surat utang dimaksud, maka badan
hukum asing tersebut dikategorikan sebagai badan hukum
Indonesia.

Pasal ..
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